
GUBERNURSIf, AI/i'E[ TENGGARA

PERATUMN Gl'BERiltn' S'LAI[I'6I TET{GGARA

NOMOR: I TAHUN2(Xl6
TBItAtre

PENTABATAN N'GAS DAil R'N6I
BADAI{ PEMBANGUM'I{ SU|AlilEI TEilGGARA

qEERI{'R SITJIITESI TENGGARA

a. bahwa dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan Keputusan

Gubemur Sulawesi Tenggara Nornor 10 Tahun 2004 tenbng

Pembentukan Badan Pembangunan Sulawesi Tenggara,

maka perlu pengaturan penjabannTugas Pokokdan Fungsi

Badan Pembangunan Sulawesi Tenggan :

b. bahwa Fengaturan Tugas dan Fungsi Badan Fembangunan

Sulawesi ienggara adalah dalam rangka kelancaran

koordinasi, sinkrcnisasi da n sirrergi a ntar |inbs seKoral dan

lintas Kabupaten/Kota serta memacu dan menjamin

percepatan dan keserasian Pembangunan melalui

fenOekatan Sultra Raya 2020 khususnya pembangunan

yang berbasis investasi dan Sosial Ekonomi Kerakyatan

l"nlun melibatkan Pemerintah Kabu paten/Kota se-Sultra

dalam Forum Kajian dan Padu Serasi kebUakan;

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut

diatas, perlu menetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi

Badan Pemba nguna n Sulawesi Tenggara dengan Peratura n

Gubernur;

1. Undang-Undang Nomor 13Tahun 1964Tentang Penetapan

Peratumn Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
SulawesiTengah dan Daerah Tingkat I SulawesiTenggara

dengan mengubah U nda ng-UndTg. Nqm.oj17 Prp' Ta h u n

igod ent ng p"mbentukan Daenh Tlnglot I sulawesi tftara

Iiengan din Daerah ringkat .I su!?ry9s] selatan -
fenggira ( Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor T'L'N'

Nomor2687);

Undang-Undang Nornor STahun 1974 tentang hlok-Pokok

Kepegiwaian (L.n. Tahun 1999 Nomor 55 T'L'N' Nornor

ioqii t"bugaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor a3 Tihun 1999 (1.N. Tahun 1999 Nomod'L'N' Nornor

38e0.);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemeriniahan Dabah (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 125);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimba-ngan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (L N Tahun 20O4 Nomor 126);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

rev,lenangan Penrerintah dan Kevvenangan Popinsi sebagni

O.".fl donotn (Lembaran NegaraTahun 2000 Nomor 54'

T.L.N. Nomor 3952);

Peraturan Daerah Propinsi SulawesiTenggan Nomor 6

nfrun 2001 tentang Poia Dasar Pembangunan Daerah;

p.ttutun Daerah Propinsi SulawesiTenggara Nomor 3

Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah

(Propeda) ProP. Sultra;

8. Peraturan Daerah Propinsi SulawesiTenggara Nomor 4

Tahun 2003 tentang Rencana Stntegi Daerah Prop' Sultra

Tahun 2003 - 2007;

9. Peratumn Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5

Tahun2000TentangPembentukanorganisasiPerangkat
Daerah Sulawesi ienggata yang telah beberapa kali

mengafami perubahan ierakhir dengan Peraturan Daerah

Nomor 15 Tahun 2004;

2.

Menimbang

3.

4.

6.

7.

5.
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10. Keputusan Gubernur Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Badan Pembangunan Sulawesi Tenggara

. (Lembar Daerah NomorTahun 2004 Nomor 8)'

M$fi'NJg(AN

MenetapKAN :PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARATENTANG
PEN'ABARANTUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBANGUNAN

SULAII'ESITENGGARA
!

8AB[
XHBfiUANtt'il.il

Pasal I

Dalam Keputusan iniyang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Propinsi SulawesiTenggara;
b. Pemerintah Propinsi adalah PemerintahTenggara;

c. Gubemur adalah Gubernur SulawesiTenggara;
d. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Wilayah

Propinsi Sulawesi Tenggara;
e. BuDatilwalikota adalah Bupati/walikota se-Sulawesi

Tenggara;
f, Badan adalah Badan Pembangunan SulawesiTenggara;
g. Kepala adalah Kepala Badan Pembangunan Sulawesi

Tenggara;
h. Pendakatan dan strategi Pembangunan Menuju Sultra Raya

2020 adalah empat (4) Pendekatan sebelas (11) Skategi
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Propinsi

Sulawesi TenggBra Nomor 3 Tahun 2003 dan Norncr 4 Tahun

2003;
i . Untas Sektor adalah keterpaduan kebijakan instansi lirEkup

Propinsi Sulawesi Tenggara;
j. Lintas Daerah adalah keterpaduan pelaksanaan kegiatan

antara Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam

Propinsi Sulawesi Tenggara;
k. Padu Serasi Kebijakan adalah keterpaduan kebijakan

Pemerintah Propinsi dengan Kabupaten/Kota dan antar

Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi Sulawesi Tengqara'

EABII
xExJIXJI(Ail'ruGAq R llcsL

xEwrunem om sust Nrlll oRGAI{ISASI

Pasal 2

Badan Pembangunan Sultra merupakan unsur penuniang Pemerintah Provinsi;

aadan eembaniunan Sultra dipimpin oleh seorang Kepala )€ng berada dibawah

dan bertangguig jawab kepada Gubernur melalui Seketaris Daerah'

(1)
(2)

Pasal 3

Badan Pembangunan Sultra mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam

mengrooroinasikan forum kajian dan padu serasi kebiiakan, melakukan sinkonisasi,

sineigi, dan kerja sama serta pengendalian dan evaluasi. serta. memfasilitasi

pebklnaan kebflakan panbangunan melalui pendekatan dan strategi pembarEunan

di wilayah Propinsi SulawesiTenggara menuju Sultra Raya 2020'

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 di atas, Badan

Pembangunan Sulba mempunyai fungsi

a. Pengkoordinasian forum kajian dan padu serasi kebijakan pembangunan

Sultra;
b. Pemantauan pelalsanaan kebijakan pembangunan untuk tercapal sasaran

pendekatan dan strategi menuju Sultra Raya 2020;

c, iengkoordinasian, mensinkronkan dan mensinergikan serta kebuakan

penibangunan yang berbasis investasidan berporos sosial ekonomi

kerakyatan;
d, Pengupayaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kerja stma dengan

pemerinian faOupaten/Kota dan dengan Pemerintah Propinsi Iainnya;

e, 'Pengendalian 
dan mengevaluasi serta kebijakan pernbangunan melalui

peniekatan strategi Pembangunan Sultra menuju Sultrd Raya 2020;

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur'

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Badan Pembangunan Sultra terdiri dari:

a. Kepala;
b. Wakil Kepala;
c. Forum Kaiian dan Padu Serasi Kebijakan;
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d. Divisi-DMsi'
e. Sekretariat;

(2) Eagan StruKur Organisasi Badan Pembanguan SulawesiTenggara' ' 
sebagaimana tercanfum dalam lampiran Keputusan ini'

BABItr
PEN'ABARAN TI'GAS POKOKDAN R'NGSI

Bagian Pertama
KePala dan Wakil KePala Badan

Pasal 6

Kepala Badan Pembangunan Sulawesi Tenggara mempunfai tugas membantu

Gu'bernur dalam Iingkup tugasnya, memimpin dan mengkordinasikan pelaksanaan

i"UUur..n p".Uung-unun telutui pendekatan strategi pembangunan menuju sultra

Raya 2020.

Pasal 7

Wakil Kepala Badan rnempunyai tugas:

a. membantu Kepala Badan, mewlkiliKepala Badan dan memimpin Badan apabila

Kepala Badan berhalangan;

b. memimpin kegiatan intern Badan; ,
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan'

Bagian Kedua
S€kr€tariat

Pasal 8

(1) Seketanis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan prwram, memberikan
'-' peiayanan tekn'rs administrasi pada s€luruh.satuan organisasi, melaksanakan

penjumputan data, analisa, evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan dalam lingkungan Badan Pembangunan Sultra;.

(z) Gireiariat dipim-pin ;bh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada kepala Badan.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 di atas'

Seketariat memPunyai fungsi:
a) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan program;

b) Penyelenggaraan urusan rumah tangga, ketatausahaan dan keuangan;

c) Penyelenggaqanurusanevaluasidanpelaporan.

Pasa! 10

(1) Sekretariat terdiri atas:
a) Sub Bagian Perencanaan;
b) Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan;

c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
(z) Masing-maiing sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris'

Pasal 11

(1) Sub Bagian Perencanaan mernpunyaitugas melakul€n dan mengkoordinasikan

penyusunan program, pengumpulan dan analisa data serta pemantauan dan

pelaporan;
(2) bub'Bagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan' ' 

pengelolaan urusan rumah tangga, pengelolaan urusan ketatausahaan dan

pengelolaan urusan keuangan;
(3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan' - 

evaluasi pelaksanaan program dan urusan pelaporan kegiatan p€laksanaan

program Badan Pembangunan Sultra.

Bagian Ketiga
Forum Kaiian dan Padu serasi Ket iiakan

Pasal 12

(1) Forum Kajian dan Padu Serasi Kebuakan mempunyai tugas mengarahkan dan
' ' mengkooidinasikan forum kajian dan padu serasi kebijakan, malakukan

sinkr6nisasi, sirrergidan keria sarna serta pengendalian dan 6/aluasi pelaksanaan

prognm pembangunan di Wilayah kerja masing-masing melalui pendekatan

dan strategi pembangunan menuju Sultrd Raya 2020.

(2) Forum Kajian dan Padu Serasi Keb0akan terdiri dan para Bupati dan Walikota

Se- Sulawesi Tenggara'

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 di atas,forum

kajian dan padu serasi kebijakan mempunyaifungsi :
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a, Pengarahan tentang pengkajian potensi sumberdaya pembangunan sebagai
bahan pertimbangan dan penyusunan kebijakan melalui pendekatan dan slrategi
menuju Sultra Raya 2020.

b. Pengarahan tentang pengkoordinasian pelaksanaan pengkaJian sebagai bahan
pertimbangan dan rekomendasi untuk menentukan kebijakan dan program
pembangunan investasi dengan sistem kemitraan melalui pendekatan menuju
Sultra Raya 2020.

Eagian Ke€mpat
Divid{ivid

Pasal 14

(1) Divisi Kebudayaan dan Peradaban mempunyai tugas membantu Kepala Badan
dalam mengarahkan, mengkoordinasikan padu serasi kebijakan, melalui
sinkronisasi, sinergi dan kerja sama pengendalian dan evaluasi serta
memfasilitasi pelaksanaan kebuakan pembangunan / pengembangan
kebudayaan dan peradaban melalui pendekatan dan strategi pembangunan
menuju Sultra Raya 2020.

(2) Divisi Kebudayaan dan Peradaban dipimpin oleh seorcng kepala divisi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Divisi Kebudayaan dan Peradaban dibantu

oleh staf.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimakud pada pasal 14 di atas, Divisi
Kebudayaan dan Peradaban mempunyai fungsi
a. Pengkoordinashn Padu SemsiKebflakan, Pengerdalian dan oraluasi pelaksanaan

pembangunan pranata agama;
b. Pengkoordinasian Padu Serasi Kebijakan, Pengendalian dan sraluasi kebijakan

serta memfasilitasi pengembangan pendidikan yang berorientasi sam dan
teknologi;

c, Pengkoordinasian Padu Serasi Kebijakan, pengedalian dan e\raluasi pelakanaan
program bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;

d. Pengkoordinasian Padu Serasi Kebijakan, pengendalian dan evaluasi program
pembangunan Budaya, Kesenian lokal dan Pariwisata.

Pasal 16

(1) Divisi Sosial Ekonomi Kerakyatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan
dalam mengarahkan, mengkoordinasikan Padu Serasi Kebijakan, melakukan

sinkronisasi, sinergi dan kerja sama pengendalian dan evaluasi serta

memfasilitasi pelaksanaan pembangunan berporos sosial ekonomi kerakyatan

melalui pendekatan dan stmtegi pembangunan menuju Sultra Raya 2020;

(2) Divisi Sosial Ekonomi Kerakyatan dipimpin oleh s€orang kepala yang berada

dibawah dan bertanggung iawab kepada Kepala Badan;

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Divisisosial Ekonomi Kerakyatan dibantu oleh

sbf.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16 di atas' Divisi

Sosial Ekonomi Kerakyabn mempunyai fungsi

a. Pengkoordinasian Padu Serasi kebuakan, pengendalian dan evaluasi serta

mem?asilitasi pelaksanaan pembangunan melalui pendekatan Stelsel Masyarakat

Sejahtera ( SMS);

b. Pengkmrdinasian Padu Serasi Kebijakan, Pengandalian dan Evaluasi serta

memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan Desa / Kelurahan sebagai Badan Hukum

Milik Masyarakat ( BHMM );
c. Pengkmrdinasian Padu Serasi Kebuakan, Pengandalian dan Evaluasi serta

memlasilitasi oelaksanaan redistribusi aset dan faktor-faktor produksi'

Pasal 18

(1) DMsi Pembangunan Inveslasi rnempunyaitugas membantu Kepah Badan dalam'- 
mengarahkan, mengkoordinasikan Padu Serasi Kebijakan, melakukan

sinkronisasi, sinergi dan kerja sama, pengendalian dan evaluasi serta

memfasilitasi pelaksanaan pembangunan investasi melalui pendekatan dan

strategi pembangunan menuju Sultra Raya 2020.

(2) Divisi Pimbangunin Investasidipimpin oleh seorang Kepala lang berada dibawah

dan bertanggung iawab Kepada Kepala Badan;

(3) Dalam melaksanikan tugasnya oivisi Pembangunan Investasidibantu oleh sbf'

Pasal 19

Dalam melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18 di atas, Divisi

Pembangunan Investasi mempunyai fungsi

a. Pengkoordinasian dan meMorong terbukanya peluang investasidan dalam dan

luar negeri;
b. Pengoordinasian padu serasi kebijakan, pengendalian dan evaluasi serta

merihsilitasi pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang menganut prinsip

Pengendalian Anggaran dan Bunga ( PAB ) / ROn.



Pasal 20

(1) DMsi Merflokrasitnempunyaitugasmelakukandan mengkoordinasikan upaya

pengembangan birokrasi dengan sistem double layer (.Pekerja Kantor dan

iefirja t-apangan ) dan kemungkinan peningkatan k€ahteraan pegawai'

(2) Oivisi tqernoknsi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan

bertanggung jawab Kepada Kepala Badan;
(3) Dalam melaksanakan tugasnla Divisi Meritokrasi dibantu oleh staf'

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20 di atas, Divisi

Meritokasi m€mpunyai fungsi
a. Pengkoordinasian Padu Serasi Kebijakan, Pengendalian dan evaluasi serta

me;fasilitasi pelaksaan pengembangan birokrasi meritokrasi dengan sistem

double layer;
b. Pengkoordinasian dan mengupayakan kebijakan peningkatan kesejahteraan

pegawai;

c. iengkoordinasian desentralisasi fiskal, serta Padu Serasi Kebijakan' Program

dan Anggaran Pembangunan antar Pemerintah Daerah'

BABIV
TATAKER]A

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, wakil Kepala Badan, Sekretaris, DivisF

divisi, Sub Bagian dilingkungan Badan Pembangunan Sulawesi Tenggara wajib

menempkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan singkronisasi baik

dilingkungan Badan maupun dengan instansi lain sesuaitugas masing-masing

Pasal Zl

Kepala Badan dibantu oleh Wakil Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas

bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangn agr merEambil hngkah-

langkah yang diperlukan sesual ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

bedaku.

Pasal 24

Kepala Badan dibarftu oleh Wakil Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas

Gwinannya musing-masing dan bila terjadi penyimpanan.agar mengambil langkah-

Lngkah )€ng aiperl-ukan sesuai ketentuin Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 25

Sekretanis, Kepala Divisi dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi

petunjuk Oan UerurEgurE iawab pada absannya masing--masing dan menyampaikan

laDoran berkala tepat pada waktunya.

Pasal 26

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dan bawa.hannya, wajib diolah dan

Old;akun *ba'gui 5uhan unh:k menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan

petunjuk teknis kepada bawahannya'

Pasal 27

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajibdisampaikan pula kepala

satuan orgjnisasilain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja'

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas, Kapala Badan dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi

bawahannya dan dalam nngka pemhrian bimbingan kepada bawahannya wajib

mengadakan rapatberkala. 
BABV

PENGANGKATAN DAI.AM JABAIAN
Pasal 29

Kepala Badan dan Wakl Kepala Badan, Sekrctaris, Kepala Divisi, SubBagian dianglGt

dan diberhentikan oleh Gub€rnur sesuai dengan Pefaturan Perundang- undangan

yang berlaku.

Pasal 30

Pembinaan karier terhadap Pegawal Negeri Sipil yang ditugaskan pada Badan

Pembangunan Sulawesi Tenggara berpendoman pada Peraturan Perundangan-

undangan yang benlaku.
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LAl"lPlRAN

BAJGAII

SIRTJKIT'RORGAilIS'I9I
BADAN PEMB'WGUMN ST'AWESITENGGA,RA

: PERATUMN GUBERNUR SUTAWESI TENGGAM
NOMOR : 0l TAHUN 2006

TANGGAL :5-1-2006Pasal 31

hnjang Jabatan dan Kepangkahn diatur sesual ketentuan Perundang-urdargan )arE
benlaku ( dis€tackan denganjenjang / Eselon labatan pada Badan / Dinas Provinsi
Sulawesi Tenggam).

Pasal 32

Pegawai Negeri Sipillang ditugaslcn pada Badan Pembangunan SulawesiTenggan
secara teknis fungsional berbnggung jawab kepada Gubemur dan pembinaan teknis
administratif kepegawaian berada pada Sekretaris Daerah Provinsi.

BABIV
IGTEflI'ANPE\f,'ItP

Pasal 33

HaFhalyang belum cukup diaturdalam Peraturan iniakan diatur lebih lanjut dalam
suatu Perafu ran ters€ndiri.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diudangkan

Ditetapkan di :Kendari
Pada Tanggal :5-1-2006

qJBERI{UR Sttr"AWESITEI{crcARA

caplttd

ALI I'IAZI

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

caP/ttd

ALI t'lAzI

(fr
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FORT]M (A,JIAN

DAN PADU SERASI
KEBUAXAN

SI,ts BAGIAN
TATA USAHA

DAN PELAPORAN

SI,ts BAGIAN
TATA USAI]A

DAN(EUANGAN

SL,ts BAGIAN
PERENCANAAN

KEP,4L4

DI1,ISI
MlRnOKRASI

KEP,1U

DIl,ISI
PEMBANGIJNAN

INVESIASI

K.EPA]'4

DIvlSI
SOSIAL EKONOMI

KERAKYATAT{

KEPAU
DI\'ISI

KIBTJDAYAAN DAN
PEMDABAN


